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BAB lII 

TINJAUAN lUMUM lTENTANG lPEMERIKSAAN lSIDANG 

lPENGADILAN, lPEMBUKTIAN, lBARANG lBUKTI, lPUTUSAN lHAKIM 

 

A. Tinjauan lumum ltentang lProses lSistem lPeradilan lPidana l 

1. Pengertian lSistem lPeradilan lPidana 

Istilah lsistem lberasal ldari lperkataan lsistem ladalam lBahasa 

lYunani. lKamus lBesar lBahasa lIndonesia lmengartikan lsistem lsebagai 

lseperangkat lsistem lyang lsecara lteratur lsaling lberkaitan, lsusunan lyang 

lteratur ldari lpandangan, lteori, lasas, ldan lsebagainya. lSistem lsebagai 

lkesatuan lyang lterdiri latas lunsur lyang lsatu lsama llain lberhubungan ldan 

lsaling lmempengaruhi lsehingga lmerupakan lkeseluruhan lyang lutuh ldan 

lberarti.14 l 

Usaha lmenanggulangi lkejahatan ldalam lmasyarakat lsecara 

loperasional ldapat ldilakukan ldengan lmenggunakan lhukum lpidana 

l(Penal) ldan lnon lhukum lpidana l(Non lPenal). lPenanggulangan 

lkejahatan lmelalui lsarana lpenal lsecara loperasional ldilakukan ldengan 

lmelalui llangkah-langkah lperumusan lnorma-norma lhukum lpidana lbaik 

lhukum lpidana lmateriil, lhukum lpidana lformil lmaupun lhukum 

lpelaksana lpidana. lPerumusan lnorma lhukum lpidana lyang ldi ldalamnya 

lmengandung lelemen-elemen lsubstantif, lstruktural ldan lkultural ldari 

 
 l14 lErna l Dewi l dan l Firganefi, l Sistem l Peradilan l Pidana l Indonesia l (Dinamika 
l dan l Perkembangan) lEdisi l2, lGraha lIlmu, lYogyakarta, l2014, lhlm.1 
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lmasyarakat ldimana lsistem lhukum lpidana litu ldiberlakukan. lSistem 

lhukum lpidana lselanjutnya lakan lberoperasi lmelalui lsuatu ljaringan 

l(network) lyang ldisebut l“Sistem lPeradilan lPidana” latau l“Criminal 

lJustice lSystem”. l 

Mardjono lReksodipoetro, lmemberikan lpendapat lyang ldimaksud 

ldengan lSistem lPeradilan lPidana ladalah lsistem lpengendalian lkejahatan 

lyang lterdiri ldari llembaga-lembaga lKepolisian, lKejaksaan, lPengadilan 

ldan lPemasyarakatan lTerpidana. lMenurut lMardjono lReksodipoetro, 

ltujuan lSistem lPeradilan lPidana ladalah l:15 

a. Mencegah lmasyarakat lmenjadi lkorban lkejahatan. 

b. Menyelesaikan lkasus lkejahatan lyang lterjadi lsehingga lmasyarakat 

lpuas lbahwa lkeadilan ltelah ldidengarkan ldan lyang lbersalah 

ldipidana. 

c. Mengusahakan lagar lmereka lyang lpernah lmelakukan lkejahatan 

ltidak lmengulangi lkejahatannya. 

Sistem lperadilan lpidana lerat lhubungannya ldengan listilah l“Sistem 

lPenyelenggaraan lPeradilan lPidana” latau lSystem lof ladministration lof la 

lcriminal ljustice. lPenyelenggaraan lmenunjukkan lpada ladanya lkegiatan-

kegiatan latau laktivitas-aktivitas llembaga-lembaga ltertentu luntuk 

lmenjalankan latau lmenggerakkan lapa lyang lmenjadi ltugas ldan lkewajiban 

llembaga ltersebut, lmenurut lsuatu ltata lcara latau lprosedur lberdasarkan 

lketentuan-ketentuan lyang lberlaku, ldalam lmencapai l tujuan l tertentu. 

 
 l15 lIbid, lhal l10. 
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l Berkaitan l dengan l istilah l penyelenggaraan l di l atas, lterdapat l3 l(tiga) lunsur 

lpokok lyang lsaling lberkaitan lyaitu: l

16 

a. Siapa/ apa (lembaga/institusi) yang melakukan

 penyelenggaraan lperadilan lpidana. 

b. Apa lkewenangan l(kompetensi/bidang) lkegiatan llembaga 

lpenyelenggara. 

c. Bagaimana lprosedur l(tata lcara) llembaga ldalam lmelaksanakan 

lwewenangnya. 

 

2. Proses lPemeriksaan lPerkara lPidana ldi lIndonesia l 

Berbicara lmengenai lmasalah ladministrasi, lmaka lterdapat ldua 

lmacam  lpengertian ladministrasi. lPertama, lcourt ladministration lyang ldalam 

lhal lini lberarti lkeadministrasian latau ltertib ladministrasi lyang lharus 

ldilaksanakan lberkaitan ldengan ljalannya lkasus ltindak lpidana ldari ltahap 

lpenyelidikan lsampai ldengan ltahap lpelaksanaan lputusan ldalam lsistem 

lperadilan lpidana. lKedua, ladminstration lof  ljustice lyang ldalam lhal lini ldapat 

lberarti lsegala lhal lyang lmencakup ltertib lhukum lpidana lformil ldan lmateriil 

lyang lharus ldipatuhi ldalam lproses lpenanganan lperkara ldan ltata lcara lserta 

lpraktek llitigasi.17 

a. Tahap lPemeriksaan lDi lsidang lPengadilan 

  

 Tahap lpemeriksaan ldi lsidang lpengadilan lada l3 l(tiga) ljenis, lyaitu: 

 

1) Pemeriksaan ldi lPengadilan lNegeri. 

 

2) Pemeriksaan lTingkat lBanding. 

 

3) Pemeriksaan lKasasi. 

 

 

 l16 lKadri l Husin ldan l Budi lRizki lHusin, lSistem lPeradilan lPidana ldi lIndonesia, 
(Jakarta:lSinar lGrafika, ll2016) lhlm. l9. 

 l  l17 lIbid. lhal l75. 
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Pemeriksaan ldi lPengadilan lNegeri ldikenal ldengan l3 l(tiga) lacara 

lpemeriksaan lialah:18 

1) Acara lPemeriksaan lBiasa. 

 

Acara lpemeriksaan lbiasa, lproses lsidang ldilaksanakan ldengan ltata 

lcara lpemeriksaan lsebagaimana lyang lditentukan lUndang-Undang, ldihadiri 

loleh lPenuntut lUmum ldan lTerdakwa ldengan lpembacaan lsurat ldakwaan 

loleh lPenuntut lUmum. lAcara lpemeriksaan lbiasa ldisebut lpemeriksaan 

lperkara l“dengan lsurat ldakwaan”. 

Pemeriksaan lbiasa ldiatur ldalam lPasal l152 lsampai l182 l KUHAP, 

ldilakukan lterhadap lperkara lkejahatan lyang lmembutuhkan lpembuktian ldan 

lpenerapan lhukum ltidak lbersifat lmudah ldan lsederhana. lDalam lpemeriksaan 

lbiasa lditentukan lbahwa lsidang ldinyatakan lterbuka luntuk lumum. lTidak 

ldipatuhinya lketentuan ltersebut lmengakibatkan lputusan lbatal ldemi lhukum. 

lDengan ldemikian lprinsip ldilakukannya lsuatu lproses lhukum lyang lwajar 

lmerupakan dasar lpembatalan lputusan ldemi lhukum. 

Pemeriksaan lbiasa ldapat ldimulai ldari lsaksi-saksi ldahulu lbaru 

lkemudian lterdakwa. lPasal l166 lKUHAP lmemberikan lsuatu lketentuan lyang 

lmenguntungkan ldalam lpemeriksaan, lyaitu ltidak ldibolehkan lmengajukan 

lpertanyaan lyang lbersifat lmenjerat lbaik lkepada lterdakwa lmaupun lsaksi. 

lPenjelasan lPasal l166 lKUHAP lmerumuskan ltentang lhal ltersebut lsebagai 

lberikut, ljika ladalah lsalah lsatu lpertanyaan ldisebutkan lsuatu ltindak lpidana 

lyang ltidak ldiakui latau ltidak ldinyatakan loleh lsaksi ltetapi ldengan lseolah-

 
 l18 lM. lYahya lHarahap, lPembahasan lPermasalahan ldan lPenerapan lKUHAP, lSinar lGrafika, 

lJakarta, l2012, lhlm.422 
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olah ldiakui latau ldinyatakan, lmaka lpertanyaan ldemikian litu ldianggap 

lsebagai lpertanyaan lyang lbersifat lmenjerat.19 

Setelah lpemeriksaan lselesai lpenuntut lumum lmengajukan 

l tuntutan  lpidana. lSelanjutnya, lterdakwa latau lpenasihat lhukum lmengajukan 

lpembelaannya. lTerhadap lpembelaan ltersebut ldapat ldiajukan ljawaban loleh 

lpenuntut lumum, ldengan lketentuan lbahwa lterdakwa latau lpenasihat lhukum 

lselalu lmendapat lgiliran lterakhir. lJika lpemeriksaan ltelah lselesai, lhakim 

lketua lmenyatakan lbahwa  lpemeriksaan ldinyatakan lditutup ldengan 

lketentuan ldapat lmembukanya lsekali llagi, lbaik latas lkewenangan lhakim 

lketua lsidang lkarena ljabatannya lmaupun latas lpermintaan lpenuntut lumum 

latau lterdakwa latau lpenasihat lhukum ldengan lmemberi lalasan. lSidang 

ldibuka ldimaksudkan luntuk lmenampung ldata ltambahan lsebagai lbahan 

luntuk lmusyawarah lhakim. 

Setelah litu lhakim lmengadakan lmusyawarah luntuk lmengambil 

lkeputusan.  lApabila lperlu lmusyawarah ldiadakan lsetelah lterdakwa, lsaksi, 

lpenasihat lhukum, lpenuntut lumum ldan lhadirin lmeninggalkan lruang lsidang. 

2) Acara lPemeriksaan lSingkat. 

Acara lpemeriksaan lsingkat, lkejahatan latau lpelanggaran lyang 

lpembuktian lserta lpenerapan lhukumnya lmudah, lsifatnya lsederhana l dan 

lpelimpahan ldilakukan ltanpa lsurat ldakwaan. lPemeriksaan lsingkat loleh 

lKUHAP ldiatur ldalam lPasal l203 ldan lPasal l204.    Pemeriksaan lsingkat ladalah 

 
19 lKadri lHusin ldan lBudi lRizki lHusin, lOp.cit., lhlm. 111. 

 



29 
 

29 
 

lpemeriksaan lperkara lkejahatan latau lpelanggaran lyang lpenerapan 

l hukumnya l mudah l dan l sifatnya l sederhana. l Adapun l yang l menentukan 

lpembuktian lserta lpenerapan lhukumnya lmudah ldan lsederhana ladalah 

lpenuntut lumum. 

Tata lcara latau lprosedur lpemeriksaan lsama ldengan lpemeriksaan 

lbiasa lyaitu lpertama lpanggilan ldan ldakwaan, lkedua lmemutus lwewenang 

lmengadili ldan lketiga lacara lpemeriksaan lbiasa. lMengenai lbagian 

lpembuktian ldan lputusan ltidak ldisebut loleh lKUHAP. lJaksa ldari 

lpemeriksaan ldi lsidang lsuatu lperkara lyang ldiperiksa ldengan lacara lsingkat 

lternyata lsifatnya ljelas ldan lringan, lyang lseharusnya ldiperiksa ldengan lacara 

lcepat, lmaka lhakim ldengan lpersetujuan lterdakwa ldapat lmelanjutkan 

lpemeriksaan ltersebut.20 

Hakim lmemandang lperlu lpemeriksaan ltanpa lbahan, lmaka  lhakim 

lmemerintahkan lsupaya ldiadakan lpemeriksaan ldalam lwaktu lpaling llama l14 

l(empat lbelas) lhari ldan lbilamana ldalam lwaktu ltersebut lpenuntut lumum 

lbelum ljuga ldapat lmenyelesaikan lpemeriksaan ltambahan, lmaka lhakim 

lmemerintahkan lperkara litu ldiajukan lke lsidang lpengadilan ldengan lacara 

lbiasa. 

3) Acara lPemeriksaan lCepat. 

 

Acara lpemeriksaan lcepat, ldiatur ldalam lBagian lKeenam lBab lXVI. 

lAcara lpemeriksaan lcepat lterbagi ldalam ldua lbentuk ldiantaranya lacara 

lpemeriksaan ltindak lpidana lringan ldan lacara lpemeriksaan lperkara 

 
 20 lIbid. lhal l12 l 



30 
 

30 
 

lpelanggaran llalu llintas ljalan. 

Pemeriksaan lcepat loleh lKUHAP ldiatur ldalam lPasal l205 lsampai 

l210. lAdapun lpengertian lacara lpemeriksaan lcepat, lyaitu lmengenai 

lpemeriksaan ltindak lpidana lringan ldan lmengenai lpemeriksaan lpelanggaran 

llalu llintas ltersebut. lPemeriksaan l tindak l pidana l ringan l ialah l perkara 

l yang l diancam l dengan l pidana lpenjara latau lkurungan lpaling llama l3 

l(tiga) lbulan latau ldenda lsebanyak-banyaknya ltujuh lribu llima lratus lrupiah.21 

Hal lyang lperlu ldiperhatikan ldalam lacara lcepat ladalah lbahwa 

lpenyidik latas lkuasa lpenuntut lumum ldalam lwaktu l3 l(tiga) lhari lsejak lberita 

lacara lpemeriksaan ldibuat, lmengajukan lterdakwa lbarang lbukti, lsaksi, latau 

ljuru lbahasa ldi  lsidang lpengadilan. lPemeriksaan ldilakukan ldengan lhakim 

ltunggal, lputusan lpengadilan lacara lini lmerupakan ltingkat lterakhir lsehingga 

ltidak lada lupaya lhukum llain lkecuali ldijatuhkan lpidana lperampasan 

lkemerdekaan ldapat ldibanding. lPemeriksaan lmenurut lacara lpemeriksaan 

lperkara lpelanggaran llalu llintas lialah lperkara lpelanggaran ltertentu lterhadap 

lPeraturan lPerundang-Undangan llalu llintas ljalan lraya lmenurut lpenjelasan 

lPasal l211 lKUHAP, lyaitu lsebagai lberikut: 

1) Mempergunakan ljalan ldengan lcara lyang ldapat lmerintangi,l 

membahayakan lketertiban latau lkeamanan llalu llintas latau 

lmungkin lmenimbulkan lkerusakan lpada ljalan. 

2) Mengemudikan lkendaraan lbermotor lyang ltidak ldapat 

lmemperlihatkan lsurat lizin lmengemudi l(SIM), l surat ltanda lnomor 

lkendaraan, lsurat ltanda luji lkendaraan lyang lsah latau ltanda lbukti 

llainnya lyang ldiwajibkan lmenurut lketentuan lperaturan lperundang 

l- lundangan llalu llintas ljalan latau lia ldapat lmemperlihatkannya 

ltetapi lmasa lberlakunya lsudah ldaluwarsa. 

 
 21 lIbid. lhal l113 
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3) Membiarkan latau lmemperkenankan lkendaraan lbermotor 

ldikemudikan loleh lorang lyang ltidak lmemiliki lsurat lizin 

lmengemudi. 

4) Tidak lmemenuhi lketentuan lperaturan lperundang-lundangan llalu 

llintas ljalan ltentang lpenomoran, lpenerangan, lperalatan, 

lperlengkapan, lpemuatan lkendaraan ldan lsyarat lpenggandengan 

ldengan lkendaraan llain. 

5) Membiarkan lkendaraan lbermotor lyang lada ldijalan ltanpa 

ldilengkapi lplat ltanda lnomor lkendaraan lyang lsah, lsesuai ldengan 

lsurat ltanda lnomor lkendaraan lyang lbersangkutan. 

6) Pelanggaran lterhadap lperintah lyang ldiberikan loleh lpetugas 

lpengatur llalu llintas ljalan ldan latau lisyarat lalat lpengatur llalu llintas 

ljalan, lrambu-rambu latau ltanda lyang lada ldipermukaan ljalan. 

7) Pelanggaran l terhadap l izin l trayek, l jenis l kendaraan l yang 

l diperbolehkan  lberoperasi ldijalan lyang lditentukan. 

 

Berbeda ldengan lpemeriksaan lmenurut lacara lbiasa, lmaka ldalam 

lpemeriksaan lmenurut lacara lpemeriksaan lperkara lpelanggaran llalu llintas 

ljalan, lterdakwa lboleh ldiwakilkan ldi lsidang ldengan lsurat lkuasa. lDalam 

lhal lputusan ldijatuhkan ldi lluar lhadirnya lterdakwa ldan lputusan litu lberupa 

lpidana lperampasan lkemerdekaan, lmaka lterdakwa ldapat lmengajukan 

lperlawanan ldalam lwaktu ltujuh lhari lsetelah lputusan ldiberitahukan lsecara 

lsah lkepada lterdakwa. lDengan lperlawanan lmaka lputusan ldi lluar lhadirnya 

lterdakwa lmenjadi lgugur. 

Putusan lpengadilan lmerupakan loutput lsuatu lproses lperadilan ldi 

lsidang lpengadilan lyang lmeliputi lproses lpemeriksaan lsaksi, lpemeriksaan 

lterdakwa, lpemeriksaan lbarang lbukti. lKetika lproses lpembuktian 

ldinyatakan lselesai loleh lhakim, ltiba lsaatnya lhakim lmengambil 

lkeputusan.22 

 
22 lRusli lMuhammad, lPotret lLembaga lPengadilan lIndonesia, (Jakarta: Raja lGrafindo, 
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Suatu lproses lpemeriksaan lperkara ldiakhiri ldengan lsuatu lputusan 

lakhir latau lvonis. lDalam lputusan litu lhakim lmenyatakan lpendapatnya 

ltentang lapa lyang ltelah ldipertimbangkan ldalam lputusannya. lPutusan 

lpengadilan lmenurut lPasal l1 lbutir l11 lKUHAP ladalah lpernyataan lhakim 

lyang ldiucapkan ldalam lsidang lterbuka, lyang ldapat lberupa lpemidanaan latau 

lbebas latau llepas ldari lsegala ltuntutan lhukum ldalam lhal lserta lmenurut lacara 

lyang ldiatur ldalam lUndang-Undang. 

Dari lperumusan ltersebut lmaka lpengertian l“pernyataan lhakim” 

lmengandung larti l bahwa l hakim l telah lmenemukan l hukumnya l yang 

lmenjadi l dasar lpemidanaan, lbebas latau llepas ldari lsegala ltuntutan lhukum. 

lDalam lmerumuskan lkeputusannya lhakim lharus lmengadakan lmusyawarah 

lterlebih ldahulu, ldalam lhal lpemeriksaan ldilakukan ldengan lhakim lmajelis, 

lmaka lmusyawarah lharus lberdasarkan lhal lyang ldidakwakan ldan lhal lyang 

ltelah ldibuktikan. 

Selain litu, lhakim ldalam lmengeluarkan lsebuah lputusan lharus 

lmemenuhi lbeberapa lsyarat lformalitas ldari lsuatu lputusan lhakim. 

lBerdasarkan lPasal l197 lKUHAP, lsurat lputusan lpemidanaan lsetidaknya 

lharus lmemuat:23 

a. Kepala lputusan lberbunyi l“Demi lKeadilan lBerdasarkan lTuhan 

lYang lMaha lEsa”. 

b. Nama l lengkap, l tempat l lahir, l jenis l kelamin, l kebangsaan, l tempat 

l tinggal, lagama ldan lpekerjaan lterdakwa. 

c. Dakwaan lsebagaimana lterdapat ldalam lsurat ldakwaan. 

d. Pertimbangan lyang ldisusun lsecara lringkas lmengenai lfakta ldan 

 
2006),  lhlm.115. 

23 lKadri lHusin ldan lBudi lRizki lHusin, lop.cit.,hlm.115 
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lkeadaan lalat lpembuktian lyang ldiperoleh ldari lpemeriksaan ldi 

lsidang lyang lmenjadi  ldasar lpenentuan lkesalahan lterdakwa. 

e. Tuntutan lpidana lsebagaimana lterdapat ldalam lsurat ltuntutan. 

f. Pasal lPeraturan lPerundang-Undangan lyang lmenjadi ldasar 

lpemidanaan latau ltindakan ldan lpasal lPeraturan lPerundang-

Undangan lyang lmenjadi ldasar lhukum ldari lputusan, ldisertai 

lkeadaan lyang lmemberatkan ldan lmeringankan lterdakwa. 

g. Hari ldan ltanggal ldiadakannya lmusyawarah lMajelis lHakim, 

lkecuali lperkara ldiperiksa loleh lhakim ltunggal. 

h. Pernyataan lkesalahan lterdakwa, lpernyataan ltelah ldipenuhi lsemua 

lunsur ldalam lrumusan ltindak lpidana ldisertai ldengan lkualitas ldan 

lpemidanaan latau ltindakan lyang ldijatuhkan. 

i. Ketentuan lkepada lsiapa lbiaya lperkara ldibebankan ldengan 

lmenyebutkan ljumlah lyang lpasti ldan lketentuan lmengenai lbarang 

lbukti. 

j. Keterangan lbahwa lseluruh lsurat lternyata lpalsu latau lketerangan 

ldimana lletaknya lkepalsuan litu ljika lmengenai lbarang lbukti. 

k. Perintah lsupaya lterdakwa lditahan latau ltetap ldalam ltahanan latau 

ldibebaskan. 

l. Hari ldan ltanggal lputusan, lnama lpenuntut lumum, lnama lhakim 

lyang lmemutuskan ldan lnama lpanitera. 

 

Tidak ldipenuhinya lketentuan-ketentuan ldi latas, lkecuali lpoin l7 

ldapat lmengakibatkan lputusan lbatal ldemi lhukum. lAkan ltetapi, ljika ldapat 

ldibuktikan lterdapat lkekeliruan ldalam lhal lini lmenurut lpenjelasan lPasal l197 

layat l(2) ldikatakan,  lkecuali lketentuan-ketentuan langka l1, l5, l6 ldan l8 ltidak 

lmenyebabkan lbatalnya lputusan ldemi lhukum, lsepanjang lkekeliruan 

ltersebut lkarena lpenulisan latau lpengetikan. 

Musyawarah lmajelis lhakim ldisusun lberdasarkan l“fakta ldan 

lkeadaan”, lyaitu lsegala lapa lyang lada ldan lapa lyang lditemukan ldi lsidang 

loleh lpihak ldalam lproses, lantara llain lpenuntut lumum, lsaksi, lahli, lterdakwa, 

ldan lpenasihat lhukum. lJika lputusan ltelah ldiucapkan lterutama lputusan 
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lpemidanaan, lmaka lhakim lketua lmajelis lwajib lmemberitahukan lkepada 

lterpidana lapa lyang lmenjadi lhaknya lberdasarkan lPasal l196 layat l(3), lyaitu:24 

a. Hak lsegera lmenerima latau lmenolak lputusan. 

b. Hak lmempelajari lputusan lsebelum lmenyatakan lmenerima latau 

lmenolak lputusan, ldalam ltenggang lwaktu lyang lditentukan lyaitu l7 

l(tujuh) lhari l  setelah lkeputusan ldijatuhkan latau lsetelah lkeputusan 

l diberitahukan lkepada lterdakwa lyang ltidak lhadir. 

c. Hak lmeminta lpenangguhan lmelaksanakan lputusan ldalam lwaktu 

lyang lditentukan lmenurut lUndang-Undang luntuk lmengajukan 

lgrasi, ldalam lhal lini lmenerima lputusan. 

d. Hak lmeminta lbanding ldalam ltenggang lwaktu l7 l(tujuh) lhari 

lsetelah lputusan ldijatuhkan latau lsetelah lputusan ldiberitahukan 

lkepada lterdakwa lyang ltidak lhadir. 

e. Hak lsegera lmencabut lpernyataan lmenolak lputusan ldalam lwaktu 

lselama lperkara lbanding lbelum ldiputus loleh lPengadilan lTinggi. 

 

Pengadilan lmenjatuhkan lputusan lyang lmengandung lpemidanaan, 

lhakim lharus lmempertimbangkan lhal-hal lyang lmemberatkan ldan lhal-lhal 

lyang lmeringankan lterdakwa. lPengadilan ldalam lhal lmenjatuhkan lputusan 

lyang lmemuat lpemidanaan, ldapat lmenentukan lsalah lsatu ldari lmacam-

macam lpidana lyang ltercantum ldalam lPasal l10 lKUHP, lyaitu lsalah lsatu 

ldari lhukuman lpokok. lAdapun lmacam-macam lpidana lyang ldapat ldipilih 

lhakim ldalam lmenjatuhkan lputusan lpemidanaan ladalah lpidana lmati, 

lpidana lpenjara, lpidana lkurungan ldan lpidana ldenda.25 

Pidana lpenjara ladalah lberupa lpembatasan lkebebasan lbergerak ldari 

lseorang lterpidana lyang ldilakukan ldengan lmenempatkan lorang ltersebut ldi 

 
 24 lIbid. Lhal. l116.. 

 25 lRusli lMuhammad, lop.cit., lhlm.120 
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ldalam lsebuah lLembaga lPemasyarakatan l(LP) lyang lmenyebabkan lorang 

ltersebut lharus lmentaati lsemua lperaturan ltata ltertib lbagi lmereka lyang ltelah 

lmelanggar. lPidana lpenjara ladalah ljenis lpidana lyang ldikenal ldengan 

listilah lpidana lpencabutan lkemerdekaan latau lpidana lkehilangan 

lkemerdekaan. lPidana lpenjara ljuga ldikenal ldengan lsebutan lpidana 

lpemasyarakatan. lPidana lpenjara ldalam lKUHP lbervariasi ldari lpidana 

lpenjara lsementara lminimal l1 lhari lsampai lpidana lpenjara l seumur    lhidup. 

lPidana lpenjara lseumur lhidup lhanya lterancam ldimana lada lancaman 

lpidana lmati l(pidana lmati latau lseumur lhidup latau lpidana ldua lpuluh 

ltahun).26 

Pidana lkurungan lpada ldasarnya lmempunyai ldua l tujuan. l Pertama, 

lsebagai lcustodia lhunesta luntuk ldelik lyang ltidak lmenyangkut l kejahatan 

lkesusilaan, lyaitu ldelik lculpa ldan ldelik ldolus, lseperti lPasal l182 lKUHP 

ltentang lperkelahian lsatu llawan lsatu ldan lPasal l396 lKUHP ltentang lpailit 

lsederhana. lKedua lpasal ltersebut ldiancam ldengan lpidana lpenjara. lKedua, 

lsebagai lcustodia lsimplex, lyaitu lsuatu lperampasan lkemerdekaan luntuk 

ldelik lpelanggaran.27 

Pidana ldenda ladalah ljenis lpidana lyang ldikenal lsecara lluas ldi ldunia 

ldan lbahkan ldi lIndonesia. lPidana lini ldiketahui lsejak lzaman lMajapahit 

ldikenal lsebagai lpidana lganti lkerugian. lMenurut lAndi lHamzah, lpidana 

ldenda lmerupakan lbentuk lpidana ltertua, llebih ltua ldaripada lpidana lpenjara, 

lmungkin lsetua lpidana lmati. lPidana ldenda ldijatuhkan lterhadap ldelik-delik 

 
 26 lMahrus lali, lOpcit, lHlm.196. l 

 27 lIbid lhal..l197. l 
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lringan, lberupa lpelanggaran latau lkejahatan lringan. lDengan lpemahaman 

lini, lpidana ldenda ladalah lsatu-satunya lpidana lyang ldapat ldipikul loleh 

lorang llain lselain lterpidana.28 

 

B. Tinjauan lUmum lTentang lPembuktian l 

1 l1. Pengertian lPembuktian l 

Kata l“Pembuktian” lberasal ldari lkata l“bukti” lyang lartinya l“sesuatu 

lyang lmenyatakan lkebenaran lsuatu lperistiwa, lkemudian lmendapat lawalan 

l“pem” ldan lakhiran l“an”, lmaka lpembuktian lartinya l“proses lperbuatan, 

lcara lmembuktikan lsesuatu lyang lmenyatakan lkebenaran lsuatu lperistiwa”, 

ldemikian lpula lpengertian lmembuktikan lyang lmendapat lawalan l“mem” 

ldan lakhiran l“an” l, lartinya lmemperlihatkan lbukti, lmenyakinkan ldengan 

lbukti.29 l 

Pasal l183 lsampai l202 lKUHAP. lPasal l183 lKUHAP lmengatur ltentang 

lsistem lpembuktian ldalam lperkara lpidana, ldimana ldalam lpasal ltersebut 

ldiuraikan lsebagai lberikut: l 

“Hakim ltidak lboleh lmenjatuhkan lPidana lkepada lseseorang lkecuali 

lapabila ldengan lsekurang-kurangnya lada ldua lalat lbukti lyang lsah, lia 

lmemperoleh lkeyakinan lbahwa lsuatu ltindak lpidana ltelah lterjadi ldan 

lbahwa lterdakwalah lyang lbersalah lmelakukannya” 

Ketentuan ldi latas ladalah luntuk lmenjamin ltegaknya 

 
 28 lIbid lhal. 198. 

 29 lKbbi.web .l 
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lkebenaran, keadilan, lkepastian lhukum ldan lhak lasasi lmanusia lbagi 

lseorang ldan lsetiap lwarga lnegara lyang ldidakwakan ltelah lmelakukan 

lsuatu ltindak lpidana. lSedangkan lPasal l183 lKUHAP ldi latas 

lmengisyaratkan lbahwa luntuk lmenentukan lsalah latau ltidaknya 

lseorang lterdakwa lmenurut lsistem lpembuktian lUndang-Undang 

lsecara lnegatif, lterdapat ldua lkomponen: 

a. Pembuktian lharus ldilakukan lmenurut lcara ldan ldengan lalat-alat 

lbukti lyang lsah lmenurut lUndang-Undang. l 

b. Keyakinan lhakim ljuga lharus ldidasarkan latas lcara lyang lsah 

lmenurut lUndang-Undang. 

lKUHAP ltidak lmemberikan lpengertian lmengenai l“Pembuktian”, 

ltetapi lmemberikan lpengaturan lmengenai ljenis-jenis lalat lbukti lyang lsah 

lmenurut lhukum lyang lterdapat ldalam lPasal l184 layat l(1) lKUHAP. lOleh 

lkarena litu, lpengertian l“pembuktian” lmerujuk lkepada lpendapat lpara lahli. 

Pembuktian lmenurut lPitlo lyaitu lsuatu lcara lyang ldilakukan loleh 

lpihak latas lfakta ldan lhak lyang lberhubungan ldengan lkepentingannya. 

lMenurut lSubekti, lyang ldimaksud ldengan lmembuktikan ladalah 

lmeyakinkan lhakim lmengenai lkebenaran ldalil latau ldalil-dalil lyang 

ldikemukakan ldalam lsuatu lpersengketaan.30 

Menurut lSubekti, lpembuktian ladalah lupaya lmeyakinkan lHakim 

lakan lhubungan lhukum lyang lsebenarnya lantara lpara lpihak ldalam lperkara, 

ldalam lhal lini lantara lbukti-bukti ldengan ltindak lpidana lyang ldidakwakan. 

 
 30 lSubekti, lHukum lPembuktian, l(Jakarta, lPradnya lParamita, 1983)lhlm.7. 
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lDalam lmengkonstruksikan lhubungan lhukum lini, lmasing-masing lpihak 

lmenggunakan lalat lbukti luntuk lmembuktikan ldalil-dalilnya ldan 

lmenyakinkan lhakim lakan lkebenaran ldalil-dalil lpara lpihak l(jaksa lataupun 

lterdakwa) ltanpa lharus ldikekang loleh lbatasan lalat-alat lbukti lsepanjang 

ldalil lmenerima ldalil-dalil lpara lpihak l(jaksa lataupun lterdakwa) ltanpa 

lharus ldikekang loleh lbatasan lalat-alat lbukti lsepanjang ldalil ltersebut 

lmemenuhi lprinsip-prinsip llogika.31 

Atas ldasar lketentuan lPasar l183 lKUHAP lini, lmaka ldapat 

ldisimpulkan lbahwa lKUHAP lmemakai lsistem lpembuktian lmenurut 

lundang-undang lyang lnegatif. lIni lberarti lbahwa ldalam lhal lpembuktian 

lharus ldilakukan lpenelitian, lapakah lterdakwa lcukup lalasan lyang ldidukung 

loleh lalat lpembuktian lyang lditentukan loleh lundang-undang l(minimal ldua 

lalat lbukti) ldan lkalau lia lcukup, lmaka lbaru ldipersoalkan ltentang lada latau 

ltidaknya lkeyakinan lhakim lakan lkesalahan lterdakwa. 

2. Pembuktian ldalam lProses lPersidangan 

Sistem lpembuktian lyang ldianut lKUHAP lialah lsistem lpembuktian 

lmenurut lundang-undang lsecara lnegatif. lSistem lpembuktian lnegatif 

ldiperkuat loleh lprinsip lkebebasan lkekuasaan lkehakiman. lNamun ldalam 

lpraktik lperadilannya, lsistem lpembuktian llebih lmengarah lpada lsistem 

lpembuktian lmenurut lundang-undang lsecara lpositif. lHal lini ldisebabkan 

laspek lkeyakinan lpada lPasal l183 lKUHAP ltidak lditerapkan lsecara 

 
 31 lKomang lGede lOka lWijaya, l“Putusan lMajelis lKehormatan lDisiplin lKodekteran 

lIndonesia lSebagai lAlat lBukti ldalam lHukum lAcara lPidana”, lYuridika lFakultas lHukum 

lUniversitas lAirlangga, lVol. l32 lNo. l1 l(januari l2017), lISSN: l0215-840X, lhlm. l38 
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llimitatif. 

Adapun lenam lbutir lpokok lyang lmenjadi lalat lukur ldalam 

lpembuktian, ldiuraikan lsebagai lberikut: lpertama, ldasar lpembuktian lyang 

ltersimpul ldalam lpertimbangan lkeputusan lpengadilan luntuk lmemperoleh 

lfakta-fakta lyang lbenar l(bewijsgronden); lkedua, lalat-alat lbukti lyang ldapat 

ldigunakan loleh lhakim luntuk lmendapatkan lgambaran lmengenai lterjadinya 

lperbuatan lpidana lyang lsudah llampau l(bewijsmiddelen); lketiga, 

lpenguraian lbagaimana lcara lmenyampaikan lalat-alat lbukti lkepada lhakim 

ldi lsidang lpengadilan l(bewijsvoering); lkeempat, lkekuatan lpembuktian 

ldalam lmasing-masing lalat-alat lbukti ldalam lrangkaian lpenilaian 

lterbuktinya lsuatu ldakwaan l(bewijskracht); lkelima, lbeban lpembuktian 

lyang ldiwajibkan loleh lundang-undang luntuk lmembuktikan ltentang 

ldakwaan ldi lmuka lsidang lpengadilan l(bewijslast); ldan lkeenam, lbukti 

lminimum lyang ldiperlukan ldalam lpembuktian luntuk lmengikat lkebebasan 

lhakim l(bewijsminimum). 

Lilik lMulyadi lmengemukakan lbahwa lhal-hal lyang lsecara lumum 

lsudah ldiketahui ltidak lperlu ldibuktikan.32 lHal-hal lyang lsecara lumum 

lsudah ldiketahui lbiasanya ldisebut lnotoire lfeiten l(Pasal l184 lAyat l(2) 

lKUHAP). lSecara lgaris lbesar lfakta lnotoir ldibagi lmenjadi l2 lgolongan lyaitu 

lpertama, lsesuatu latau lperistiwa lyang ldiketahui lumum lbahwa lsesuatu latau 

lperistiwa ltersebut lmemang lsudah ldemikian lhal lyang lbenarnya latau 

lsemestinya, ldan lkedua, lsesuatu lkenyataan latau lpengalaman lyang 

 
 32 lKansil. lPengantar lIlmu lHukum ldan lTata lHukum lIndonesia. L(Jakarta: lBalai 

lPustaka. l1989) lHal. l346. 
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lselamanya ldan lselalu lmengakibatkan ldemikian latau lselalu lmerupakan 

lkesimpulan. l 

Pasal l183 lKUHAP ltelah ldiatur lsyarat-syarat lhakim luntuk 

lmenghukum lterdakwa lyaitu lsekurang-kurangnya ldua lalat lbukti lyang lsah 

lyang lditetapkan loleh lundang-undang ldisertai lkeyakinan lhakim lbahwa 

lterdakwalah lyang lmelakukannya. lKata-kata lsekurang-kurangnya ldua lalat 

lbukti lyang lsah, lmemberikan llimit ldari lbukti lyang lminimum lyang lharus 

ldigunakan ldalam lmembuktikan lsuatu ltindak lpidana. lAlat lbukti lyang lsah 

lterdapat ldalam lPasal l184 lKUHAP ladalah l: l 

a. lKeterangan lsaksi lPasal l185 lKUHAP lKeterangan lsaksi lsebagai lalat 

lbukti lialah lapa lyang lsaksi lnyatakan ldi lsidang lpengadilan. 

b. lKeterangan lahli lPasal l186 lKUHAP lketerangan lahli lialah lapa lyang 

lseorang lahli lnyatakan ldalam lsidang lpengadilan. 

c. lSurat lPasal l187 lKUHAP lSurat ldari lseseorang lketerangan lahli lyang 

lmemuat lpendapat lberdasarkan lkeahliannya lmengenai lsesuatu lhal 

latau lsesuatu lkeadaan lyang ldiminta lsecara lresmi ldari lpadanya. 

d. lPetunjuk lPasal l188 lKUHAP lPetunjuk ladalah lperbuatan, lkejadian 

latau lkeadaan, lyang lkarena lpersesuaiannya, lbaik lantara lyang lsatu 

ldengan lyang llain, lmaupun ldengan ltindak lpidana litu lsendiri, 

lmenandakan lbahwa ltelah lterjadi lsuatu ltindak lpidana ldan lsiapa 

lpelakunya. 

e. lKeterangan lterdakwa lPasal l189 lKUHAP lKeterangan lterdakwa lialah 

lapa lyang lterdakwa lnyatakan ldi lsidang lpengadilan ltentang lperbuatan 

lyang lia llakukan latau lyang lia lketahui lsendiri latau lalami lsendiri. 

 

perkembangan lHukum lacara lpidana ldi lIndonesia lmasalah lketentuan lalat 

lbukti lterjadi lperbedaan lantara lsatu ldengan llain. lMisalnya lHukum lAcara 

lMahkamah lKonstitusi l(MK) lmenyebutkan lbahwa lalat lbukti ldalam 

lpersidangan lMK ladalah:  

1) lsurat latau ltulisan l 

2) lketerangan lsaksi 

3) lKeterangan lahli l 

4) lketerangan lpara lpihak, l 



41 
 

41 
 

5) lpetunjuk ldan lalat lbukti llain lberupa: linformasi lyang ldiucapkan,dikirim, 

diterima latau ldisimpan lsecara lelektronik ldengan lalat loptik latau lyang 

lserupa ldengan litu. 

 

Perkara lyang ldiperiksa ldengan lcara lpemeriksaan lbiasa lditentukan 

lsyarat-syarat lsebagai lberikut l:33 

1) lPenuntut lumum lmembuat lsurat lpelimpahan lperkara lke lpengadilan 

lyang lberwenang l(vide lPasal l143 layat l(1) lKUHAP). l 

2) lPenuntut lumum lmembuat lsurat ldakwaan l(acte lvan lverwij lzing) l(vide 

lPasal l143 layat l(2) lKUHAP) l 

3) lPutusan ldibuat lsecara lkhusus l(vide lPasal l200 lKUHAP) l 

4) lDibuat lberita lacara lsidang l(vide lPasal l202 layat l(1), l(2), l(3), l(4) 

lKUHAP) 

 

Membahas lsistem lpembuktian ldalam lacara lpemeriksaan lbiasa 

lberarti lmembicarakan lsistem lpemeriksaan ldi lsidang lPengadilan lNegeri 

ldan lkaitannya ldengan lpemeriksaan lalat-alat lbukti lserta lkekuatan 

lpembuktiannya. lKetentuan-ketentuan ltersebut ldi latas ldapat lkita ltemui 

lpada lKUHAP lBab lXVI lBagian lKetiga lacara lpemeriksaan lbiasa ldimulai 

ldari lPasal l152 lsampai ldengan lPasal l182, lsedangkan lyang lmengatur 

ltentang lalat lpembuktian lserta lputusan ldalam lacara lpemeriksaan lbiasa 

lpada lbagian lkeempat lpada lBab lXVI lPasal l183-202 lKUHAP. l 

Hukum lpembuktian ldibagi l3 lbagian l: l 

1)  lAlat-alat lbukti lartinya lalat-alat lbukti lmacam lapa lyang ldapat 

ldipergunakan luntuk lmenetapkan lkebenaran ldalam lpenuntutan lpidana 

l(keterangan lsaksi, lketerangan lahli, lsurat, lpetunjuk ldan lketerangan 

lterdakwa). l 

2) Peraturan lpembuktian lartinya lperaturan-peraturan lcara lbagaimana lhakim 

 
 33 lIbid lhal.55 
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lboleh lmempergunakan lalat-alat lbukti litu l(cara lpenyumpahan lsaksi, lcara 

lpemeriksaan lsaksi ldan lterdakwa, lpemberian lalasan-alasan lpengetahuan 

lpada lkesaksian ldan llain-lain) l 

3) Kekuatan lalat-alat lbukti lartinya lketentuan lbanyaknya lalat-alat lbukti lyang 

lharus lada luntuk ldapat lmenjatuhkan lpidana l(misalnya lketerangan 

lterdakwa litu lhanya lmerupakan lbukti lyang lsah, lapabila lmemenuhi lsyarat-

syarat lyang lditentukan ldalam lPasal l189 lKUHAP). 

Proses ldalam lsistem lperadilan lmenurut lKUHAP ladalah lasas 

llangsung l(onmiddelijk lheidsbeginsel), lpemeriksaan ldi lsidang lpengadilan 

ldilakukan loleh lhakim lsecara llangsung lkepada lterdakwa ldan lpara lsaksi lini 

lberbeda ldengan lacara lperdata, ldimana ltergugat ldapat ldiwakili loleh 

lkuasanya, lpemeriksaan lhakim ljuga ldilakukan lsecara llisan lartinya lbukan 

lsecara ltertulis lantara lhakim ldan lterdakwa.34 lJadi lhakim lharus 

lmengajukan lpertanyaan-pertanyaan llangsung lsecara llisan lbaik lterhadap 

lterdakwa lmaupun lsaksi ldalam lbahasa lIndonesia lyang ldimengerti ldan 

lmelihat lsendiri lsehingga ldapat ldiperoleh lgambaran lsecara lkonkrit. 

lKetentuan lini ldiatur ldalam lPasal l153 layat l(1), l(2) ldan l(3) lKUHAP. 

lApabila lformalitas ltersebut ltidak ldipenuhi lpada lpemeriksaan ldi lsidang 

lberakibat lbatalnya lkeputusan ldemi lhukum l(vide lPasal l153 layat l(4) 

lKUHAP). lPada lhari lsidang lyang lditentukan, lketua lsidang lmemerintahkan 

lsupaya lterdakwa ldipanggil lmasuk ldan ljika lia ldalam ltahanan lia 

ldihadapkan ldalam lkeadaan lbebas lSetelah lPenuntut lUmum lmembacakan 

 
 34 lA. lKarim lNasution. lMasalah lSurat lTuduhan lDalam lProses lPidana. L(Penerbit 

lCV. lPantjuran lTudjuh. l1981) lHlm, l58 
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lsurat ldakwaan lselanjutnya, lhakim lketua lsidang lmenanyakan lapakah 

lianya lsudah lmengerti ldan lapabila ltidak lmengerti, lPenuntut lUmum latas 

lpermintaan lhakim lketua lsidang lwajib lmemberikan lpenjelasan l(Pasal l155 

layat l(2) lKUHAP). l 

Apabila lterdakwa latau lpenasihat lhukumnya ltidak lmengajukan 

lkkeberatan terhadap lkompetensi lpengadilan lmaupun lsurat ldakwaan, lmaka 

lpemeriksaan ldilanjutkan ldengan lpemeriksaan lsaksi-saksi lmenurut lurutan 

lyang ldipandang lsebaik-baiknya loleh lhakim lketua lsidang lsetelah 

lmendengar lpendapat lPenuntut lUmum, lterdakwa latau lpenashat 

lhukumnya. lBerdasarkan lketentuan lPasal l160 lKUHAP lbahwa lyang 

lpertama ldidengar lketerangannya ladalah lkorban lyang lmenjadi lsaksi. 

lSelanjutnya lhakim lketua lmenanyakan lkepada lsaksi lindentitas lsecara 

llengkap ldan lhubungannya ldengan lterdakwa. l 

Pertanyaan lini ldimaksudkan luntuk lmengetahui lpenilaian ltentang 

lobyektif ltidaknya lketerangan lsaksi, lsedangkan lmengenai lhubungan 

lkeluarga latau lpekerjaan/jabatan lhal lini luntuk lmenentukan lapakah lperlu 

ltidaknya ldisumpah l(vide lPasal l168, l170 lKUHAP). lSaksi lsebelum 

lmemberikan lketerangannya lharus ldisumpah latau lmengucap ljanji, lnamun 

ljikalau lpengadilan lmenganggap lperlu ldapat ljuga ldiambil lsumpahnya latau 

lmengucap ljanji lsetelah lmemberikan lketerangan l(vide lPasal l160 

lKUHAP). l 

Menurut lPasal l162 lKUHAP lbahwa: lketerangan lyang ltelah ldiberikan 

ldulu litu ldibacakan ldi lsidang, ljikalau lketerangan lini lsebelumnya ltelah 
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ldiberikan ldi lbawah lsumpah, lmaka lketerangan litu lnilainya ldisamakan 

ldengan lketerangan lsaksi ldi lbawah lsumpah lyang ldiucapkan ldi lsidang 

lKemudian lyang lmenjadi lpertanyaan lbagaimana lkalau lsaksi ltersebut ltidak 

ldisumpah ldi ltingkat lpenyidikan ldan ltelah lmeninggal ldunia latau lhalangan 

lsah ltidak ldapat lhadir ldi lsiding lpengadilan, lapakah lketerangan ltersebut 

lyang ldibacakan litu lsama lnilainya ldengan lketerangan lsaksi lyang 

ldisumpah lini ljuga lkurang ljelas, lpenjelasan lpasal lcukup ljelas. l 

 lPasal l162 layat l(2) lmenyebutkan lbahwa ljika lketerangan lsebelumnya 

ltelah ldiberikan ldi lbawah lsumpah, lmaka lketerangan litu lsama lnilainya 

ldengan lketerangan lsaksi ldi lbawah lsumpah lyang ldiucapkan ldi lsidang. 

lKepada lPenuntut lUmum ldan lPenasihat lHukum ldiberi lkesempatan luntuk 

lmengajukan lpertanyaan lkepada lsaksi ldan lterdakwa. lDalam lhal lini lhakim 

lselalu lmenilai ldan lharus lmemperhatikan l: 

1. lPersesuaian lantara lketerangan lsaksi lyang lsatu ldengan llain. l 

2. lPersesuaian lantara lketerangan lsaksi ldengan lalat lbukti llain. l 

3. lAlasan lyang lmungkin ldipergunakan loleh lsaksi luntuk lmemberikan 

lketerangan lyang lberlaku. l 

4. lCara lhidup ldan lkesusilaan lsaksi lserta lsegala lsesuatu lyang lpada 

lumumnya ldapat lmempengaruhi lketerangan ldipercaya.35 

 

Bila lsaksi ltelah lselesai lsemuanya ldiperiksa, lmaka lpada lgiliran 

lterakhir ladalah lterdakwa lyang ldidengar lketerangannya. lJika lterdakwa 

ltidak lmau lmenjawab latau lmenolak luntuk lmenjawab lpertanyaan lyang 

ldiajukan lkepadanya lhakim lketua lsidang lmenganjurkan luntuk lmenjawab 

ldan lsetelah litu lpemeriksaan ldilanjutkan l(vide lPasal l175 lKUHAP). 

 
 35 lR. lSoesilo. lHukum lAcara lPidana. lBogor.. lPenerbit lPoliteia. l1989. lHal. l111. 
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lSelama ldalam lpersidangan lhakim lketua lmemperlihatkan lkepada 

lterdakwa ljika lperlu lkepada lsaksi lsegala lbarang lbukti ldan lmenanyakan 

lkepadanya lapakah lia lmengenal lbenda-benda litu. l 

Setelah lpemeriksaan lselesai ldinyatakan loleh lhakim, lpenuntut lumum 

lmengajukan ltuntutan lpidana ldan lterdakwa latau lpenasihat lhukumnya 

lmengajukan lpembelaannya, lkemudian lpenuntut lumum lmenyampaikan 

lreplik lyang ldijawab ldengan lduplik ldari lterdakwa latau lpenasihat lhukum. 

lJika lacara ltersebut ltelah lselesai, lmaka lhakim lketua lsidang lmenyatakan 

lbahwa lpemeriksaan ldinyatakan lbahwa lpemeriksaan ldinyatakan lditutup. 

lWalaupun ldemikian lhakim lketua lsidang lkarena ljabatannya ldan latas 

lpermintaan lpenuntut lumum latau lterdakwa latau lpenasehat lhukum ldengan 

lalasannya, lberwenang luntuk lmembuka lkembali lpersidangan l(vide lPasal 

l182 lKUHAP) lDengan ldemikian ldapat ldipahami ldalam lpemeriksaan lbiasa 

lproses lyang ldilalui lcukup lpanjang, ldan lbersifat lkompleks.36 l 

Dari luraian ltersebut ldi latas lmaka lproses lpemeriksaan lperkara ldi 

lpersidangan lhakim ldalam lmenyatakan lkeputusan ltersebut, lmajelis 

lsebelumnya lmenilai laspek lsecara lnyata lserta lsemua lalat-alat lbukti lyang 

lsecara llimitatif lditentukan loleh lundang-undang, lsekurang-kurangnya ldua 

lalat lbukti lyang lsah lditambah ladanya lkeyakinan lhakim, lsebagaimana 

lunsur-unsur lkejahatan lyang ldidakwakan litu lterbukti ldengan lsah latau 

ltidak lserta lapakah lterdakwa ldapat lbertanggung ljawab lmenurut lhukum 

l(yuridis lrelevan) lserta lmenetapkan lpidana lyang lsetimpal ldengan 

 
 36 lMartiman lProdjo lHamidjojo. lSistem lPembuktian ldan lalat lBukti. L(Jakarta. 

lPenerbit lGhalia lIndonesia. l1983) lHal, l20. 
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lperbuatannya. 

C. Tinjauan lUmum lTentang lBarang lBukti l 

1. Pengertian lBarang lBukti 

Penanganan lperkara lpidana lmulai ldilakukan loleh lpenyidik lsetelah 

lmenerima llaporan latau lpengaduan ldari lmasyarakat lataupun ldiketahui 

lsendiri ltentang lterjadinya ltindak lpidana, lkemudian ldituntut loleh 

lPenuntut lUmum ldengan ljalan lmelimpahkan lperkara ltersebut lke 

lPengadilan lNegeri. lSelanjutnya lHakim lmelakukan lpemeriksaan 

lapakah ldakwaan lpenuntut lumum lterhadap lterdakwa lterbukti latau 

ltidak. lBagian lyang lpaling lpenting ldalam lproses lperkara lpidana ladalah 

lmengenai lpersoalan lpembuktian, lkarena ldari ljawaban lsoal linilah 

ltergantung lapakah ltertuduh lakan ldinyatakan lbersalah latau ldibebaskan. 

lUntuk lkepentingan lpembuktian ltersebut lmaka lkeberadaan lbenda-

benda lyang ltersangkut ldalam lsuatu ltindak lpidana, lsangat ldiperlukan. 

lBenda-benda ltersebut llazim ldikenal ldengan listilah l“Barang lBukti”.37 

Barang lbukti latau lcorpus ldelicti ladalah lbarang lbukti lkejahatan, 

lmeskipun lbarang lbukti litu lmempunyai lperanan lyang lsangat lpenting 

ldalam lproses lpidana, lnamun lapabila lkita lsimak ldan lkita lperhatikan 

lsatu lpersatu lperaturan lperundang-undangan lmaupun lpelaksanaannya, 

ltidak lada lsatu lpasalpun lyang lmemberikan ldefinisi latau lpengertian 

lmengenai lbarang lbukti.38 

 
 37 lMoch. lFaisal lSalam, lHukum lAcara lPidana lDalam lTeori ldan lPraktek. L(Jakarta: 

lSinar lGrafika, l2001) lhlm.l31. 

 38 lAndi lHamzah, lHukum lAcara lPidana lIndonesia. (Jakarta: lSinar lGrafika, l2002) 

lhlm l119 
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 Sebagai lpatokan ldapat lkita lambil lpengertian lbarang lbukti lmenurut 

lAndi lHamzah ldalam lbukunya lyang lberjudul lKamus lHukum lsebagai 

lberikut:39 l 

“Istilah lbarang lbukti ldalam lperkara lpidana lyaitu lbarang lmengenai 

lmana ldelik ldilakukan l(objek ldelik) ldan lbarang ldengan lmana ldelik 

ldilakukan lyaitu lalat lyang ldipakai luntuk lmelakukan ldelik lmisalnya 

lpisau lyang ldipakai luntuk lmenikam lorang. lTermasuk ljuga lbarang lbukti 

lialah lhasil ldari ldelik, lmisalnya luang lnegara lyang ldipakai l(korupsi) 

luntuk lmembeli lrumah lpribadi, lmaka lrumah lpribadi ltersebut 

lmerupakan lbarang lbukti latau lhasil ldelik”.40 

 

Disamping litu lada pula lbarang lyang lbukan lmerupakan lobyek, lalat 

latau lhasil ldelik, ltetapi ldapat lpula ldijadikan lbarang lbukti lsepanjang 

lbarang ltersebut lmempunyai lhubungan llangsung ldengan ltindak lpidana 

lmisalnya lpakaian lyang ldipakai lkorban lpada lsaat lia ldianiaya latau 

ldibunuh. lPasal l183 lKUHAP lmenyatakan lbahwa lhakim ltidak lboleh 

lmenjatuhi lpidana lkepada lseseorang lkecuali lapabila ldengan lsekurang-

kurangnya ldua lalat lbukti lyang lsah lia lmemperoleh lkeyakinan lbahwa 

lsuatu ltindak lpidana lbenar-benar lterjadi ldan lterdakwalah lyang lbersalah 

lmelakukannya.41 

Pelaku ldan lperbuatannya lserta lbarang lbukti lmerupakan lsuatu 

lkesatuan lyang lyang lmenjadi lfokus ldaripada lusaha lmencari ldan 

lmenemukan lkebenaran lmateriil. lMeskipun lbarang lbukti lmempunyai 

lperanan lpenting ldalam lperkara lpidana lbukanlah lberarti lbahwa 

lkehadiran lbarang lbukti litu lmutlak lselalu lada ldalam lperkara lpidana, 

 
 39 lRatna lNurul lAfiah, lBarang lBukti lDalam lProses lPidana. lJakarta: lSinar lGrafika, 

l1989, lhlm l14 

 40 lIbid, lhal l15 

 41 lIbid, lhal l14 
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lsebab lada lpula ltindak lpidana ltanpa ladanya lbarang lbukti, lmisalnya 

lpenghinaan lsecara llisan l(Pasal l310 layat l(1) lKUHAP). lDalam lhal 

ldemikian lhakim lmelakukan lpemeriksaan ltanpa lbarang lbukti. 

2. Hubungan lBarang lBukti ldengan lAlat lBukti 

 Secara llimitatif lalat lbukti lyang lsah ldalam lPasal l184 layat l(1) 

lKUHAP ladalah l: 

a. lKeterangan lsaksi lPasal l185 layat l(1) lketerangan lsaksi lsebagai lalat 

bukti lialah lapa lyang lsaksi lnyatakan ldi lsidang lpengadilan 

b. lKeterangan lahli lPasal l186 layat l(1) 

c. lSurat lPasal l187 layat l(1) 

d. lPetunjuk lPasal l188 layat l(1) 

e. lKeterangan lterdakwa lPasal l189 layat l(1) 

 

Hal lini lberarti lbahwa ldiluar ldari lketentuan ltersebut ltidak ldapat 

ldipergunakan lsebagai lalat lbukti lyang lsah. lSelanjutnya lberkaitan 

ldengan lalat lbukti ldalam lPasal l181 lKUHAP lmengatur lpemeriksaan 

lbarang lbukti ldipersidangan ladalah lsebagai lberikut l: 

a. lHakim lketua lsidang lmemperlihatkan lkepada lterdakwa lsegala 

lbarang lbukti ldan lmenanyakan lkepadanya lapakah lia lmengenal 

lbenda litu ldengan lmemperhatikan lketentuan lPasal l45 lUndang-

Undang lini. l 

b. lJika lperlu lbenda litu ldiperlihatkan ljuga loleh lhakim lketua lsidang 

lkepada lsaksi. l 

c. lApabila ldianggap lperlu luntuk lpembuktian, lhakim lketua lsidang 

lmembacakan latau lmemperlihatkan lsurat latau lberita lacara lkepada 

lterdakwa latau lsaksi ldan lselanjutnya lminta lketerangan lseperlunya 

ltentang lhal litu. 
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Dengan ladanya lkedua lpasal ltersebut lmaka lbarang lbukti ldan lalat 

lbukti lmempunyai lhubungan lyang lerat. lApabila ldikaitkan lantara lPasal 

l184 layat l(1) lKUHAP ldengan lPasal l181 layat l(3) lKUHAP, lmaka lbarang 

lbukti litu lakan lmenjadi: 

a) lKeterangan lsaksi, ljika lketerangan ltentang lbarang lbukti litu 

ldimintakan lkepada lsaksi. l 

b) lKeterangan lterdakwa, ljika lketerangan ltentang lbarang lbukti litu 

ldimintakan lkepada lterdakwa. 

Hal lini ldisebabkan lkarena ldalam lKUHAP lPasal l188 layat l(2) 

ltidak ldicantumkan llagi l“ lPemeriksaan latau lpengamatan lsendiri 

loleh lhakim” lsehingga lbarang lbukti ltidak llagi lmenjadi lpetunjuk. 

 

D. Fakta lSidang ldan lFakta lHukum 

   Fakta lhukum ladalah lfakta-fakta lyang lterungkap ldidalam 

lpersidangan. lFakta-fakta ltersebut ladalah lketerangan lsaksi ldibawah 

lsumpah, lketerangan lterdakwa ldan lbukti-bukti. lFakta lhukum ldalam lsuatu 

lperkara ltindak lpidana ladalah lbagian lproses lpenegakan lhukum lpidana lyang 

ltidak ldapat ldikategorikan lmudah ldan lsederhana. lPara lpenegak lhukum lpada 

lsuatu lperkara ltindak lpidana lakan ldihadapkan lpada ltingkat lpembuktian 

lyang lmemiliki lsegi lkompleksitas ltinggi ldan lsulit. lMaka ltak layal lproduk 

lputusan lyang lakan lberdampak lsuperemasi lhukum lyang lakan lmenciderai 

lrasa lkeadilan lbagi lpencari lkeadilan. 

Fakta lpersidangan litu lfakta lsaksi, lfakta lterdakwa, lbarang lbukti, ldan 
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lfakta lpembelaan lsedangkan lfakta lhukum ladalah lfakta ltak lterbantahkan, 

lhal-hal lyang lmasih ldipertentangkan lantara lalat lbukti lsatu ldengan llainya 

ldalam lfakta lpersidangan ltidak ldapat lmenjadi lfakta lhukum. lFakta lyang 

lmuncul ldalam lpersidangan ladalah lbukti lpetunjuk ldalam lsetiap l[ristiwa 

lpidana 

E. Tinjauan Umum lTentang lPutusan lHakim l 

Putusan latau lpernyataan lhakim lyang ldiucapkan ldalam lsidang 

lpengadilan lterbuka ldisebut ldengan lputusan lpengadilan, lsebagaimana lyang 

lditentukan ldalam lPasal l1 lbutir lke l11 lKUHAP lyang lmenyatakan lbahwa: 

“Putusan lpengadilan lmerupakan lpernyataan lhakim lyang ldiucapkan 

ldalam lsidang lterbuka lyang ldapat lberupa lpemidanaan latau lbebas 

latau llepas ldari lsegala ltuntutan lhukum ldalam lhal lserta lmenurut lcara 

lyang ldiatur ldalam lundang-undang lini”. 

 

Pengambilan lputusan loleh lhakim ldi lpengadilan ladalah ldidasarkan 

lpada lsurat ldakwaan ldan lsegala lbukti ldalam lsidang lpengadilan, 

lsebagaimana ldinyatakan ldalam lPasal l191 lKUHAP. lDengan ldemikian lsurat 

ldakwaan ldari lpenuntut lumum lmerupakan ldasar lhukum lacara lpidana, 

lkarena ldengan lberdasarkan lpada ldakwaan litulah lpemeriksaan ldi lsidang 

lpengadilan ldilakukan. lDalam lsuatu lpersidangan ldi lpengadilan lseorang 

lhakim ltidak ldapat lmenjatuhkan lpidana ldiluar lbatas-batas ldakwaan.42 

Surat ldakwaan lmerupakan ldasar lbagi lhakim luntuk lmenjatuhkan 

lputusan, lsehingga lhakim lterikat lkepada lsurat ldakwaan ltersebut. lSelain litu 

ldalam lmenjatuhkan lputusan, lhakim ljuga lmendasarkan lpada lPasal l183 

 
 42 lAndi lHamzah, lPengantar lHukum lAcara lPidana, lLiberty, lYogyakarta, l1996, lHal 

l167. l 
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lKUHAP, lyang lmenyatakan l: 

“Hakim ltidak lboleh lmenjatuhkan lpidana lkepada lseseorang lkecuali 

lapabila lsekurang-kurangnya ldua lalat lbukti lyang lsah, lia lmemperoleh 

lkeyakinan lbahwa lsuatu ltindak lpidana lbenar-benar lterjadi ldan lbahwa 

lterdakwalah lyang lbersalah lmelakukannya”. 

  

Dengan ldemikian lyang lmenjadi lsyarat lbagi lhakim luntuk 

lmenjatuhkan lputusan lpidana lterhadap lsuatu lperkara lpidana, lselain lsurat 

ldakwaan ljuga ladalah l: l 

1. lAdanya lalat lbukti lyang lcukup ldan lsah. l 

2. lAdanya lkeyakinan lhakim. l 

Putusan lHakim lmerupakan ltindakan lakhir ldari lhakim ldi ldalam 

lpersidangan, lmenentukan lapakah ldihukum latau ltidak lsi lpelaku, lmaka 

lputusan lHakim ladalah lpernyataan lpendapat ldari lseorang lhakim ldalam 

lmemutuskan lsuatu lperkara ldi ldalam lpersidangan ldan lmemiliki lhukum 

lyang lberkekuatan ltetap. lBerlandaskan lpada lasas ldari lteoritik ldan lpraktik 

lperadilan lmaka lputusan lHakim litu lmerupakan: 

“Putusan lyang ldiucapkan loleh lhakim lkarena ljabatannya ldalam 

lpersidangan lperkara lpidana lyang lterbuka luntuk lumum lsetelah lmelalui 

lproses ldan lprosedural lhukum lacara lpidana lpada lumumnya lberisikan 

lamar lpemidanaan latau lbebas latau lpelepasan ldari lsegala ltuntutan 

lhukum ldibuat ldalam lbentuk ltertulis ldengan ltujuan lmenyelesaikan 

lperkara”.43 

 

Pengertian llain lmengenai lputusan lhakim ladalah lhasil lmusyawarah 

lyang lbertitik ltolak ldari lSurat ldakwaan ldengan lsegala lsesuatu lyang lterbukti 

ldalam lpemeriksaan ldi lsidang lpengadilan lyang lpada ldasarnya lmempunyai 

lperanan lyang lmenentukan ldalam lmenegakkan lhukum ldan lkeadilan, loleh 

 
 43 lLilik lMulyadi l(2007) lKompilasi lHukum lPidana lDalam lPerspektif lTeoritis lDan 

lPrakter lPradilan. l(Mandar lMaju: lBandung. l2007) lHal. l127 
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lkarena litu ldidalam lmenjatuhkan lputusan, lhakim ldiharapkan lagar lselalu 

lberhati-hati, lhal lini ldimaksudkan luntuk lmenjaga lagar lputusan lyang 

ldiambil ltidak lmengakibatkan lrasa ltidak lpuas, ltidak lbertumpu lpada 

lkeadilan lyang ldapat lmenjatuhkan lwibawa lpengadilan. lHakim ldalam 

lmenentukan lhukuman ldiharapkan lberpandangan ltidak lhanya ltertuju 

lapakah lputusan litu lsudah lbenar lmenurut lhukum, lmelainkan ljuga lterhadap 

lakibat lyang lmungkin ltimbul, ldengan lberpandangan lluas lseperti lini lmaka 

lhakim lberkemungkinan lbesar lmampu luntuk lmenyelami lkenyataan-

kenyataan lyang lhidup ldalam lmasyarakat ldan juga lakan llebih ldapat 

lmemahami lserta lmeresapi lmakna ldari lputusan lyang ldijatuhkan, ldalam 

ldunia lperadilan ldibedakan lantara lputusan ldan lpenetapan lhakim. l 

Putusan ldalam lbahasa lBelanda ldisebut ldengan lvonnis, lsedangkan 

lpenetapan lhakim ldalam lbahasa lBelanda ldisebut ldengan lbeschikking. 

lPutusan lhakim ldalam lacara lpidana ladalah ldiambil luntuk lmemutusi lsuatu 

lperkara lpidana, lsedangkan lpenetapan ldiambil lberhubungan ldengan lsuatu 

lpermohonan, lbiasanya ldalam lperkara lperdata lseperti lpengangkatan lwali 

latau lpengangkatan lanak.44 

 
 44 lLilik lMulyadi. lPutusan lHakim lDalam lHukum lAcara lPidana lIndonesia, lCitra 

lAditya lBakti. lBandung, l2010. lhlm, l45. 


